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Laporan Hasil Wawancara 

Topik: Peran Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesadaran Maysarakat       

Dalam Upaya Patuh Pajak Bumi dan Bangunan Berdasrkan Tinjauan Fiqh 

Siyasah dan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 

Tujuan Wawancara: Untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah agar 

masyarakat sadar akan kewajibannya didalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan.  

Waktu Pelaksanaan: 07/07/2021 Wawanacara dengan Bapak Andriza 

Rifandi, SSTP, M.AP selaku Kabid Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

10/08/2022 Wawancara dengan Bapak Hendra selaku masyarakat yang 

membayar pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Deli Serdang. 

Narasumber: Bapak Andriza Rifandi, SSTP, M.AP selaku Kabid Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bapak Hendra selaku masyarakat yang 

membayar pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Deli Serdang. 

Daftar Pertanyaan Wawancara: 

1) Apa saja visi dan misi didirikannya Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang? 

Jawaban: Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 

adalah: “Terwujudnya Lembaga Yang Prifesional, Akuntabel dan 

Transparan Dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. 

Sedangkan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 

adalah: 

- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan pajak 

daerah; 

- Meningkatkan kinerja secara akuntabilitas dan transparan dalam 

pencapaian pendapatan asli daerah yang berbasis teknologi. 

 

       Adapun makna yang terkandung dari misi kedua tersebut adalah: 

- Secara profesional mengandung makna bahwa pengelolaan keuangan 

harus seuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
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selalu mengevaluasi hasil yang dicapai serta terus meningkatkan 

prestasi kinerja; 

- Akuntabel mengandung makna bahwa hasil yang dicapai dapat 

dipertanggungjawabkab, tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan  yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya 

maupun pemanfaatan outputnya, dan transparansi mengandung makna 

bahwa adanya keterbukaan didalam pengelolaannya. 

2) Bagaimana menetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

itu sendiri? 

Jawaban: Penetapan target penerimaan pajak bumi dan bangunan 

dengan menganalisa potensi yang ada. Setelah itu, membandingkan 

dengan angka penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun sebelumnya 

dan melihat pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Deli 

Serdang. Untuk besaran target pajak ditetapkan oleh DPRD. 

3) Menurut bapak, alasan apa yang menjadi penyebab adanya wajib pajak 

yang masih telat didalam melakukan kewajibannya membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan? 

Jawaban: Masih adanya wajib pajak yang melaksanakan pembayaran 

tidak sesuai dengan nilai yang tercantum didalam suarat ketentuan 

pajak daerah (SKPD), masih adanya wajib pajak yang menyampaikan 

surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) tidak tepat waktu dan wajib 

pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak. Masih kurangnya 

kesadaran masyarakat didalam membayar pajak bumi dan bangunan. 

Adanya restrukturisasi sehingga terjadi pergantian anggota di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Masih ditemukannya 

wajib pajak yang tidak mau dilakukan pemeriksaan. Wajib pajak sering 

mengabaikan surat pemberitahuan yang diberikan oleh Badan 

Pendapatan daerah, yang dapat menyebabkan belum tercapainya target 

pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Deli Serdang. 
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4) Apa yang menjadi layanan keunggulan di kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang? 

Jawaban: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang membuka 

loket-loket khusus, tempat-tempat pembayaran khusus dilokasi-lokasi 

strategis dan juga menggelar Gebyar PBB Expo Tahun 2017 dengan 

kegiatan apresiasi, edukasi dan entertaiment yang diwarnai dengan 

kegiatan penyelesaian atau pembayaran tunggakan piutang PBB 

melalui program kebijakan keringanan pokok-pokok dan penghapusan 

sanksi administrasi piutang PBB. Kebijakan keringanan piutang 

tersebut diberikan pengurangan sebesar 75% untuk tahun pajak dari 

tahun 1994-2018. Kemudian, pengurangan sebesar 60% untuk pajak 

tahun 2009-2010, pengurangan sebesar 40% untuk pajak tahun 2011-

2012 dan khusus penghapusan denda diberikan dari tahun 1994 sampai 

dengan 2017. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang juga 

mengadakan launching pembayaran melalui E-Payment (ATM) 

berstandar Internasional SIO 8583 diakhir tahun 2017 sehingga wajib 

pajak dapat membayar pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan 

ATM bank sumut. 

5) Mengapa masyarakat masih ada yang belum taat akan kewajibannya 

didalam hal membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan? 

Jawaban: Masyarakat Kabupaten Deli Serdang kurang diberikan 

edukasi mengenai pajak bumi dan bangunan. Dan terbiasa membayar 

pajak ketika sudah masa jatuh tempo, bahkan petugas pajaknya 

sendiripun membayar pajak ketika sudah dekat masa jatuh tempo juga. 

Dan misalnya ada tanah yang ingin dijual tetapi tidak dapat dijual 

karena memiliki tunggakan pajak maka, wajib pajak harus membayar 

terlebih dahulu tunggakannya agar tanahnya dapat dijual. Jadi, wajib 

pajak membayar tunggakan pajaknya karena ada urusan terlebih dahulu 

yang mengharuskan melakukan pembayaran tunggakan jika ada urusan 

kemungkinan wajib pajak tidak membayar atau bahkan tidak tau jika 

memiliki tunggakan pajak atas tanah tersebut. Kurangnya kesadaran 
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dari wajib pajak menjadi kendala yang dihadapi didalam pemungutan 

pajak bumi dan bangunan. 

6) Upaya apa saja yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Deli Serdang untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan? 

Jawaban: Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak 

bumi dan bangunan selain dengan melaksanakan strategi-strategi dalam 

pencapaian target pajak bumi dan bangunan seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. Dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli 

Serdang bekerjasama dengan Kejaksaan dalam penagihan hutang wajib 

pajak yang menunggak melalui Memorie of Understanding (MoU). 

Badan Pendapatan Daerah membuat MoU dengan pihak kejaksaan 

untuk mengefisiensikan tunggakan pajak para wajib pajak yang menjadi 

tanggungjawab Badan Pendapatan Daerah. Langkah kerjasama yang 

dilakukan ini dikarenakan fungsi Kejaksaan yang selama ini sebagai 

pengacara negara saling membantu dalam meningkatan pendapatan asli 

daerah (PAD). 

7) Menggunakan sistem pemungutan apa saja yang dilakukan untuk 

melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan? 

Jawaban: Sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan 

menggunakan Official Assement System, yaitu yang menghitung 

besarnya pajak adalah Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan surat 

pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) sebagai dasar penetapannya 

dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 

menyampaikan pajak bumi dan bangunan ke Camat, kemudian Camat 

menyampaikan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Kepala 

Dusun, kemudian Kepala Dusun menyampaikan kepada masing-masing 

wajib pajak disetiap desa dan kecamatan. Jadi, yang melakukan 

pemungutan pajak bumi dan bangunan secara langsung itu yaitu Kepala 

Dusun kecuali jika ada yang lewat dari masa jatuh tempo maka, Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang khususnya anggota Bidang 

Pajak Bumi dan Bangunan akan melakukan door to door ke rumah-
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rumah wajib pajak dan biasanya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Deli Serdang juga mengingatkan kepada wajib pajak dengan 

memberikan suart pemberitahuan. 

8) Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan didalam penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan?  

Jawaban: Proses pengawasan penerimaan pajak bumi dan bangunan 

yaitu dengan menentukan target penerimaan pajak bumi dan bangunan, 

penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pemungutan 

pajak bumi dan bangunan, pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan 

terhadap pengelola pajak bumi dan bangunan dengan terjun langsung 

ke lapangan, dan membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan 

dengan target yang telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan 

yang terjadi. 

9) Apa yang menjadi tujuan didalam proses pengawasan penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan? 

Jawaban: Tujuan pengawasan penerimaan pajak bumi dan bangunan 

adalah untuk meminimalisir kecurangan atau kesalahan yang terjadi 

dilapangan, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak bumi 

dan bangunan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

10) Apa saja yang menjadi penyebab didalam hal melakukan proses 

pengawasan atau penjaringan Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri? 

Jawaban: Kurangnya peran serta kepala desa dalam melakukan 

pengawasan atau penjaringan PBB pada setiap pembuatan surat-surat 

administrasi. Kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam 

membayar pajak dan masih banyak data PBB yang tidak akurat 

merupakan kendala didalam pengawasan pajak bumi dan bangunan. 

11) Upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang dalam hal meningkatkan pengawasan Pajak 

Bumi dan Bangunan? 

Jawaban: Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Deli Serdang dalam meningkatkan pengawasan yaitu Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan melalui UPT-
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UPT nya akan meningkatkan pengawasan terhadap setiap wajib pajak, 

bekerjasama dengan pihak lain, yaitu BPKP khusus terhadap wajib 

pajak yang tidak mau diperiksa, membentuk tim pembantu yang 

berfungsi untuk meningkatkan pembayaran pajak, membentuk tim 

terpadu penegak peraturan daerah dalam rangka peningkatan 

pendapatan asli daerah (PAD) dan melakukan rapat evaluasi serta 

melibatkan kepala desa dalam tim pemungutan pajak bumi dan 

bangunan. 

12) Apa saja yang mempengaruhi dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan? 

jawaban: Dengan adanya pemeriksaan akan mempengaruhi terhadap 

penerimaan pajak bumi dan bangunan, karena hasil pemeriksaan atau 

pengawasan akan dituangkan didalam laporan hasil pemeriksaan 

(LHP) dan selanjutnya diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang 

bayar (SKPDKB) yang akan ditagih kepada para wajib pajak. 

Sehingga, apabila pemeriksaan tidak selesai tepat pada waktunya yang 

akan menyebabkan dokumen menumpuk sehingga kekurangan dari 

kurang bayar pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi dan dapat 

menyebabkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak maksimal 

sehingga tidak dapat mencapai target. Hasil pengawasan penerimaan 

pajak bumi dan bangunan yang tidak optimal akan mempengaruhi 

penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk mencapai target yang 

telah ditetapkan. 

13)  Apa saja yang menjadi dasar hukum didalam penerbitan Surat 

Tagihan Pajak (STP)? 

Jawab: Yang menjadi dasar hukum didalam penerbitan Surat Tagihan 

Pajak (STP), yaitu undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 145PMK.032012 September 

2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat 

Tagihan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 24/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara 
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Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan 

Penagihan Seketika dan Sekaligus, Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor 27/PJ/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Bentuk dan Isi 

Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk 

dan Isi Surat Tagihan Pajak. 

14) Bagaimana pelaksanaan penerbitan Surat Tagihan Pajak (SPT) pada 

seksi Pengawasan dan Konsultasi pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang? 

Jawaban: Pelaksanaan penerbitan Surat Tagihan Pajak (SPT) pada 

seksi Pengawasan dan Konsultasi pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut: 

- Account Reperesentative melakukan identifikasi terhadap data-

data yang akan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (tidak 

termasuk Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakn/ KUP). Dalam hal Surat Tagihan Pajak yang akan 

diterbitkan adalah Surat Tagihan Pajak Pasal 19 ayat (1) dan (2) 

UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan/ KUP, maka 

kewenangan menerbitkan Surat Tagihan Pajak ada di Seksi 

Penagihan (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bunga 

Penagihan); 

- Account Reperesentative membuat Nota Penghitungan dan Surat 

Tagihan Pajak. Dalam hal Surat Tagihan Pajak yang akan 

diterbitkan adalah Surat Tagihan Pajak Denda Penagihan, maka 

Account Reperesentative membuat Nota Penghitungan dan Surat 

Tagihan Pajak. Jika Wajib Pajak tidak mengajukan banding atas 

Keputusan Keberatan dalma jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima. Putusan Banding 

menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib 

Pajakyang menyebabkan menambah jumlah pajak yang masih 

harus dibayar; 

- Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan 

menandatangani Nota Penghitungan; 
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- Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan melakukan 

persetujuan (approve) penerbitan Surat Tagihan Pajak dan 

menyanpaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan; 

- Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan 

untuk mencetak Surat Tagihan Pajak yang disetujui; 

- Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Surat Tagihan Pajak dan 

menyanpaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan; 

- Kepala Seksi Pelayanan atau Pejabat yang berwenang meneliti dan 

menandatangani Surat Tagihan Pajak, yang selanjutnya 

menyerahkan kembali kepada Pelaksana Seksi Pelayanan untuk 

diproses lebih lanjut; 

- Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan dan menyampaikan 

Surat Tagihan Pajak ke Wajib Pajak, Seksi Penagihan dan Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi sesuai dengan SOP Tata Cara 

Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak dan SOP Tata Cara 

Penyampaian Dokumen di KPP; 

- Proses selesai. 

15)   Apa alasan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (SPT) itu sendiri? 

Jawaban: Alasan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (SPT), yaitu 

karena  Wajib Pajak lalai didalam melakukan salah satu kewajiban 

perpajaknnya dan masih sering melakukan keterlambatan didalam 

pembayaran pejak. Untuk itu, perlu adanya tindakan yang tegas 

kepada Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan didalam 

melakukan pembayaran pajak tersebut, maka kaan diberikannya Surat 

Tagihan Pajak (SPT). 

16)  Apa saja sanksi yang terdapat didalam Surat Tagihan Pajak (SPT) itu? 

Jawaban: Sanksi yang diberikan adalah Sanksi berupa bunga dan 

sanksi berupa denda. Sanksi berupa bunga, yaitu Sanksi ini diberikan 

kepada Wajib Pajak berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 

bulannya dari jumlah nominal yang terdapat di Surat Tagihan Pajak, 

sedangkan Sanksi berupa denda, yaitu Sanksi ini diberikan apabila 

Wajib Pajak telat lapor. Sanksi ini berupa denda sebesar Rp 
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500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN, Rp 

100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya, Rp 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT tahunan PPh Badan dan Rp 

100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh OP. 

17)  Siapa saja pihak yang terlibat didalam peneribitan Surat Tagihan 

Pajak (SPT)? 

Jawaban: Pihak yang terlibat, yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi, Kepala Seksi Pelayanan, Account Reperesentative, 

Pelaksana Seksi Pelayanan Wajib Pajak. 

18)  Apa saja yang menjadi kendala didalam penerbitan Surat Tagihan 

Pajak (SPT)? 

Jawaban: Yang menjadi kendalanya itu karena alamat Wajib Pajak 

tidak sesuai dengan alamat yang terdaftar didalam Surat Tagihan Pajak 

tersebut, sehingga proses pencairan Surat Tagihan Pajak tersebut 

mengalami keterhambatan. 
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